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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, sehingga 

tidak langsung dituntut juga untuk melakukan peningkatan dalam berbagai bidang, 

baik bidang perekonomian, budaya, sosial, sistem, dan pembangunan. 

Pembangunan khususnya dalam aspek fasilitas umum, seperti gedung-gedung dan 

jalan raya. Jalan raya sebagai pendukung sistem perhubungan nasional, adalah 

salah satu pendukung pembanguan dan perkembangan dalam suatu negara, 

khususnya Indonesia.

Sistem perhubungan nasional dalam arti luas mencerminkan sistem lalu 

lintas, mengingat bahwa yang dominan adalah sistem lalu lintas jalan maka hal 

inilah yang cenderung perlu perhatian khusus, dimana penciptaanya harus 

seimbang dan terpadu. Disamping itu, karena sisitem lalu lintas jalan juga sebagai 

unsur penunjang utama bagi pertumbuhan ekonomi dan merupakan dinamisator 

bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial, budaya, politik serta pertahanan dan 

keamanan harus berdaya guna sesuai dengan tujuan utamanya yakni penyedian 

jasa perhubungan yang memadai terhadap tingkat kebutuhan dengan pelayanan 

secara cepat, tepat, aman dan teratur dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

secara

i

\D>

Kunarto,1999, Merenunggi Kritik Terhadap Polri Maslah Lalu Lintas, 1999 Cipta 
Manunggal, Jakarta, Hlm 13. ; Ji
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Jalan raya jelas sebagai sistem perhubungan nasional, merupakan salah 

satu pondasi dalam perkembangan pesat suatu negara dalam hal ini di Indonesia, 

bisa dikatakan semakin baik fasilitas jalan raya, maka semakin baik pula 

perkembangan pembangunan dalam suatu negara tersebut.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, seperti penjelasan dalam menimbang2, yaitu bahwa lalu lintas dan angkutan 

jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi 

nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan 

perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan 

ekonomi dan pengembangan wilayah, perkembangan lingkungan strategis 

nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Sistem perhubungan yang masih buruk dalam hal ini fasilitas jalan itu 

sendiri, penegakan peraturan dalam lalu lintas serta kurangnya tingkat kesadaran 

dari pengguna fasiltas jalan termasuk aparat yang kurang tegas, membuat

2 Lihat,Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dalam menimbang.
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timbulnya efek dari beberapa faktor tersebut yaitu salah satunya peristiwa 

kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya banyak diartikan sebagai suatu 

penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang 

dari luar. Akibat Hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah 

sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, 

lebih-lebih yang mengakibatkan korban harta benda dan manusia (cacat tetap, 

meninggal)3.

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat 1 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam

dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu

tahun”.

Mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang

mempunyai kecenderungan yang meningkat, maka penjatuhan hukum pidana

terhadap Pasal 359 KUHP diharapkan mampu menekan lajunya kecelakaan

kendaraan bermotor sebagaimana diatur Pasal 359 KUHP.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas juga telah dijadikan agenda utama 

dalam sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada bulan April 2004. 

Alasan penetapan agenda tersebut karena para pemimpin dunia telah menyadari

3 Lihat penjelas umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.
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bahwa kecelakaan lalu lintas jalan merupakan permasalahan besar yang masih 

terabaikan di beberapa Negara tertentu dan jumlah korban mati akibat kecelakaan 

lalu lintas pada tahun 2002 diperkirakan mencapai 1,2 juta jiwa. Permasalahan 

lain sebagaimana permasalahan kesehatan masyarakat pada umumnya, tragedi 

kecelakaan lalu lintas terjadi secara tidak professional antara Negara maju dan 

berkembang.4

Peristiwa kecelakaan5 lalu lintas khususnya di Indonesia didominasi pada 

saat mudik lebaran, tercatat pada mudik tahun 2012 mencapai 5.233 kejadian dan 

menewaskan 908 orang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan masih didominasi

oleh sepeda motor.

"Ada 5.233 kejadian kecelakaan atau mengalami kenaikan sebesar 10.3

dibandingkan tahun 2011 dan meninggal 908 korban jiwa. Kendaraan yang

terlibat masih didominasi oleh sepeda motor sebesar 72 persen," kata Menteri

Perhubungan, EE Mangindaan. Hal ini disampaikan Mangindaan dalam rapat

kerja soal evaluasi angkutan lebaran 2012 dengan Komisi V DPR RI, di Gedung 

DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2012).6

4 Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, 2010, Analisis Keselamatan lalu Lintas Jalan, CV. 
Lubuk Apng, Bandung, Hlml.

Berdasarkan data mudik tahun 2012 mencapai 5.233 kejadian dan menewaskan 908 
orang, kendaraan yang terlibat kecelakaan masih didominasi oleh sepeda motor, sumber, 
detik com, diunggah pada tanggal 5 september 2012.

Berdasarkan data dari, Menteri perhubungan EE Mangindaan dalam rapat keija soal 
evaluasi angkutan lebaran 2012 dengan Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 
Senin (3/9/2012), sumber, detik com, diunggah pada tanggal 5 september 2012.
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Sekilas dapat dilihat tingkat persitiwa kecelakaan dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, hal ini sungguh ironis dan perlu perhatian lebih dan 

penangganan lebih khusus oleh semua pihak.

Mangindaan menjelaskan 8.023 kendaraan terlibat kecelakaan atau 

mengalami kenaikan sebesar 32,48 persen dibanding tahun 2011 yang berjumlah 

6.063 kendaraan. Menurut dia, hal itu dikarenakan meningkatnya jumlah pemakai 

sepeda motor dan mobil pribadi pada arus mudik Lebaran 2012, dimana sepeda 

motor mengalami kenaikan sebesar 23,78 persen (dari jumlah 1.568.852 unit pada 

2011 menjadi 1.941.914 pada tahun 2012). Sedangkan mobil pribadi naik sebesar

13,85 persen (dari jumlah 934.000 unit pada 2011 menjadi 1.063.394 unit

kendaraan pada tahun 2012), meningkatnya pemakai sepeda motor dan mobil 

pribadi karena pertumbuhan ekonomi tinggi.7

Berdasarkan data tersebut, peristiwa kecelakaan didominasi oleh sepeda 

motor, berarti dalam hal ini pihak yang berwenang selain aparat penegak hukum 

(polisi) yang harus lebih berperan aktif lagi adalah pemerintah, harus mampu dan 

bisa meneka ini yaitu lebaran untuk dapat tidak menggunakan sepeda motor dan 

mobil pribadi, dan menurut penulis hendaknya pemerintah harus lebih siap dalam 

tradisi tahunan ini selain fasilitas jalan raya yang baik juga fasilitas umum lainnya 

yaitu transportasi umum, sehingga masyarakat khususnya pengguna sepeda motor 

yang paling banyak penggunanya dan paling banyak memakan korban dapat

7 Sumber, detik.com, diunggah pada tanggal 5 september 2012.
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beralih menggunakan alat transportasi umum, sehingga dapaat menekan laju 

peristiwa kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu dari sekian banyak masalah lalu 

lintas yang dihadapi oleh pemerintah dari hampir semua Negara di dunia yang 

memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, terutama di kota-kota besar, 

terutama di kota-kota metropolitan. Sungguh memprihatinkan di Indonesia 

kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh nomor dua setelah penyakit TBC. 

Setiap tahun rata-rata 28.000 nyawa melayang di jalan raya.

Berdasarkan data tersebut dapatlah dipahami bahwa, peristiwa kecelakaan 

lalu lintas merupakan permasalahan yang cukup serius, hal ini merupakan 

menjadi suatu permasalahan bersekala nasional yang harus diperhatikan oleh

8

pemerintah Indonesia, baik yang mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP),

luka berat (Pasal 360 ayat 1 KUHP), luka-luka ringan (Pasal 360 ayat 2 KUHP)

ataupun kerugian yang bersifat material tidak kalah seriusnya dibandingkan 

dengan tindak kejahatan lainnya seperti pembunuhan.

Menurut Suroyo Alimoeso, selaku Dirjen Kementerian Perhubungan 

Darat mengatakan bahwa : “Analisis Pengelolaan lalu lintas sebenarnya bukan 

terletak pada peraturan, tetapi mekanisme kontrol dan koordinasi yang kurang

Andrew R.Cecil, 2011, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa, Bandung, Hlm 6.
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keselamatan jalan sebagai prioritas utama dengan investasi dari paraantara

stakeholder.9

di luar faktorBeberapa faktor penyebab kecelakaan dapat saja teijadi 

kelalaian manusia, misalnya faktor jalan yang tidak baik, tidak dipasangnya

rambu pada tempat penggalian kabel listrik, lebar jalan yang tidak sesuai dengan 

pengguna jalan, atau kecelakaan lalu lintas dapat juga teijadi karena kondisi 

kendaraan itu sendiri yang tidak baik, misalnya karena ban mobil pecah sehingga 

kendaraan sulit untuk dikendalikan, dapat pula kecelakaan lalu lintas itu teijadi 

karena adanya bencana alam, misalnya saja karena adanya kabut asap yang tebal 

akibat kebakaran hutan dapat menghalangi pandangan pengemudi kendaraan, 

sehingga mengakibatkan kecelakan lalu lintas. Tetapi ironisnya, penyebab 

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat itu sebagian besar 

karena adanya unsur kealpaan atau kelalaian dari pengemudi atau pemakai jalan.10

Kecelakaan lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

Angkutan_Jalan, digolongkan menjadi 3, yakni (lihat Pasal 229):

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 

kerusakan kendaraan dan/atau barang.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan 

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

yang

9Ibidt Hlm 6.
10Laden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik hukum Pidana, Sinar Garfika, Jakarta,

Hlm 26.
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3. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia atau luka berat.

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat 

kecelakaan seringkah melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian 

tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak 

yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan 

kadang tidak mempersalahkan salah benarnya, kebiasaan seperti ini didalam 

masyarakat dalam prakteknya sedikit sekali memperhatikan prosedur hukum yang 

berlaku, sehingga terkadang bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban 

kecelakaan lalu lintas ini sedikit kurang diperhatikan atau dikesampingkan.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan

kesejahteraan umum, maka hak korban kecelakaan lalu lintas untuk dilindungi

pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang jaminan sosial.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan 

alasan bagi penulis untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan memilih judul

Skripsi "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS".
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B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan diatas maka 

perumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan

lalu lintas ?

2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban

kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan di atas antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum

terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap korban

kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi 

seluruh yakni berupa manfaat baik kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang, 

yaitu:
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ilmu1. Kegunaan Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran terhadap bidang 

pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum pidana pada 

khususnya.

2. Kegunaan Praktis, sebagai masukan kepada aparat penegak hukum, seperti, 

polisi, jaksa dan hakim di dalam pelaksanaan tugas kewajibannya, 

khususnya di bidang lalu lintas.

E. Ruang Lingkup

Mengingat usaha jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya 

pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak 

menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan

permasalahan hanya mengenai bagaimana bentuk pengaturan perlindungan

hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan bagaimana implementasi

perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehingga penulis dapat menjelaskan dan menganalisis gejala yang terjadi 

terhadap penegakan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
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F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode 

penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau yuridis 

normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan Perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan 

melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya.11

Penelitian ini juga menggunakan taraf sinkronisasi hukum horizontal, 

yaitu sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi satu sama lainnya 

dilihat dari sudut horizontal, peraturan Perundang-undangan yang ada dengan 

peraturan yang lainnya. Penelitian ini menghubungkan perlindungan hukum

terhadap korban kecelakaan lalu lintas yaitu hukum yang terdapat dalam dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan

dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

Za*nucHn Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 105. 
Bambang Sugono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Rajawali, Jakarta, Hlm 94.
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sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-undang (statute approach) 

pendekatan kasus (case approach) dimana disesuaikan dengan pembahasan 

permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu :

yang

dan

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach).a)

Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani.13

b) Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk

memahami konsep-konsep tentang : Perlindungan hukum terhadap korban

khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Dengan didapatkan konsep yang 

jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi 

terjadi pemahaman yang kabur.

c) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan 

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah 

Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 105.



13

diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara- 

perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi 

bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus 

tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi 

dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta 

menggunakan hasil analisinya untuk bahan masukan dalam eksplanasi 

hukum.14

penormaan

3. Sumber Bahan

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan 

pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni15:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang

membuat orang taat pada hukum seperti peraturan Perundang-undangan, dan 

putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini 

yakni:

Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 
Publishing, Malang, Hlm 268.

1 Zainudin Ali, Op.cit, Hlm 176.
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a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.

b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang dimaksud 

dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku dan tulisan-tulisan 

ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh

penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini 

menggunakan studi kepustakaan, yaitu tekhnik pengumpulan 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan 

Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil

bahan yang
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penelitian.16 Pengumpulan bahan dengan melakukan penelusuran untuk 

bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi, baik 

peraturan Perundang-perundangan maupun regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang ditangani.17 Tekhnik pengumpulan bahan ini bertujuan untuk 

peroleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalan dalam skripsi ini.

mencari

mem

5. Analisis Bahan

Bahan dan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan dan

dianalisis melalui metode deskritif analisis yaitu menggambarkan dan membahas 

permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku.18 bahan hukum dan informasi yang diperoleh sebagai 

penunjang skripsi ini, dikumpulkan, dan dianalisis secara deskritif yaitu dengan 

dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis untuk kemudian 

ditarik kesimpulan menggunakan cara deduktif, yaitu bertolak dari suatu 

proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu 

kesimpulan yang merupakan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.19 

Hasil analisis bahan-bahan hukum dan informasi penunjang secara deskriptif 

analitis merupakan proposisi umum secara deduktif dihubungkan dengan 

permasalahan untuk kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

16 Zainudin Ali, Op.cit, Hlm 107.
17 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

18 Zainudin Ali, Op.Cit, Hlm 106.
19 Bambang Sunggono, Op.Cit, Hlm 11.

Hlm 194.
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